Menimbang :

Mengingat

\LINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/262/VI/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

0 1.

BUPATI LUWU UTARA,

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi,
efektivitas, transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan  pemerintahan dan  pelayanan
masyarakat pada perangkat unit Kerja Dinas
Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
Utara perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP);

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Standar Operasional
Prosedur (SOP) pada Dinas Pertanian Kabupaten
Luwu Utara;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3826);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaiaman telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6409);

Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan  Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana  telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 704);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Nomor 216);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor
349) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 4,
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Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Nomor 383);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 375);

Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor
14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pada Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara
sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten
Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU meliputi Jenis Pelayanan, Persyaratan,
Waktu Pelayanan dan Unit Penanggung jawab.

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan
sebagai acuan yang wajib dilaksanakan oleh
Petugas /Aparatur Sipil Negara pada Dinas
Pertanian Kabupaten Luwu Utara.

Keputusan ini mulai Dberlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 7 Juni 2024

BUPATI LUWU UTARA,
ttd

INDAH PUTRI INDRIANI
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